
BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AICUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a .  bahwa d a l a m  r a n g k a  pelaksanaan penerapan  Keb i jakan
Akuntansi Berbasis Akrual masih terdapat kebijakan yang belum
terakomodir sesuai dengan Standar Akuntansi  Pemerintahan,
sehingga p e r l u  melakukan perubahan Lamp i ran  Peraturan
Bupati Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf  a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupat i  Tojo U n a -Una Nomor 2 4  Tahun  2014
tentang Kebi jakan Akun tans i  Berbas is  A k r u a l  Pemerintah
Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana te lah  d iubah  te rakh i r  dengan Undang-
Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 N o m o r  1 4 0 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  R e p u b  .
Indonesia Nomor 4578);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana te lah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Neger i  N o m o r  1 3  Ta h u n  2 0 0 6  t e n t a n g  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Ak rua l
pada Pemerintah Daerah (Beri ta Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 35  Tahun
2008 t e n t a n g  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae r ah
(Lembaran Daerah  Kabupaten To j o  U n a -Una Ta h u n  2 0 0 8
Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 2 4  TAHUN 2 0 1 4  TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI  BERBASIS  A K R U A L  PEMERINTAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Huruf G angka 7.5.1 angka 42, angka 43, angka 44
dan a n g k a  4 5  d i ubah ,  sebagaimana tercantum d a l a m  Lampi ran  y a n g
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan d a l a m  Lampi ran  H u r u f  J  a n g k a  10 .6 .1  a n g k a  2 2  d i ubah ,
sebagaimana tercantum d a l a m  Lampiran y a n g  merupakan bag ian  t i d a l
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan da lam Lampiran H u r u f  K  angka 11 . 5  angka  1 3  d iubah,  d a n
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11.7.6 dan d i  antara angka 52 dan
angka. 53 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 52a, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak  terpisahkan dar i  Peraturan
Bupati ini..

4. Ketentuan dalam Lampiran Huru f  M angka 13.8.1 angka 41, dan  angka 42
diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran Huruf N angka 14.4 angka 13 dan angka 14.5 angka
22 diubah, d i  antara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni
angka 31.a dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 14.6.8 serta di antara
angka 53 dan angka 54 disisipkan. 1 (satu) angka yakni angka 53.a dan angka
14.11 d i  tambahkan 1 (satu) angka yakni angka 87, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak  terpisahkan dar i  Peraturan
Bupati ini.

Pasal I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal AS' A  Pr; L. 2 0 1 6
B'UPAT1TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

M R A F  K O O R D I N A S I



3. Ketentuan da lam Lampiran H u r u f  K  angka 11 . 5  angka 1 3  d iubah,  d a n
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11.7.6 dan d i  antara angka 52 dan
angka 53 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 52a, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak  terpisahkan dar i  Peraturan
Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran Huru f  M angka 13.8.1 angka 41, dan angka 42
diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran Huruf N angka 14.4 angka 13 dan angka 14.5 angka
22 diubah, d i  antara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni
angka 31.a dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 14.6.8 serta di antara
angka 53 dan angka 54 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 53.a dan angka
14.11 d i  tambahkan 1 (satu) angka yakni angka 87, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak  terpisahkan dar i  Peraturan
Bupati ini.

Pasal I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal A P r ;  t.- 2 0 1 6
13UPATI TOJO UNA-UNA,

.C‘M0HAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINAS1
PEJ;;.2.AT P  A R A F'

ti



LAMPERAN -
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
: P -a T e f  hair) 0 . O 1 C
: a c  A p r i l -  a - o l G
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 2 4

TAHUN 2014  TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

1. H u r u f  G angka 7.5.1 angka 42, angka 43, angka 44 dan angka 45 diubah

7.5.1. Penyisihan Piutang

37. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar ni lai
piutang tetap menggambarkan n i la i  bersih yang dapat direalisasikan
maka piutang-piutang (sebagian a tau  seluruhnya) yang  diperkirakan
tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dan akun piutang.

38. Untuk menyajikan piutang dalam ni lai  bersihnya (net realizable value)
perlu d i lakukan Penilaian k u a l i t a s  p iu tang  d i l a k u k a n  d e n g a n
mempertimbangkan j a t u h  t empo /umur  piutang d a n  perkembangan
upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

39. Kualitas p i u t a n g  d idasarkan p a d a  k o n d i s i  p i u t a n g  pada tanggal
pelaporan.

40. Penggolongan kua l i t as  p iu tang  dikelompokkan men jad i  4  (empat)
dengan klasifikasi
1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

41. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipi lah berdasarkan cara
pemungut pajak yang terdiri dari:
1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

42. Penggolongan Kual i tas  Piutang Pa jak  y a n g  pemungutannya Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

a. U m u r  piutang sampai dengan 1 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
c. Waj ib Pajak kooperatif; dan/atau
d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
e. Wajib. Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. U m u r  piutang diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
c. Waj ib  Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. U m u r  piutang diatas 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Waj ib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Waj ib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur  piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemulcan, dan/atau
c. Waj ib Pajak bangkrut/meninggal dunia; d a n / a t a i
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).



43. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan
oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

a. Umur piutang sampai dengan 1 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak likuid; dan/ atau
d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang diatas I  tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang diatas 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang diatas S tahun; clan/ atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

44. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak  Khusus u n t u k  objek
Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2) Kualitas Kurang Lancar, j ika umur piutang diatas 1  bulan sampai

dengan 3 bulan;
3) Kualitas Diragukan, jika urnur piutang diatas 3 bulan sampai dengan

12 bulan;
4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

45. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
1) Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan 1 Tahun;
2) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang diatas 1 tahun sampai

dengan 3 tahun;
3) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang diatas 3  tahun sampai

dengan 5 tahun; dan
4) Kualitas Macet, apabila umur piutang diatas 5 tahun.

46. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir  tahun

0

.

ditentukan sebagai berikut:
Kualitas Piutang Tarif Penyisihan

Piutang Tak.
Tertagih

0,5%

Keterangan.

Lancar
2. Kurang Lancar 10% (Nilai P i u t a n g

dikurangi j i k a
ada N i l a i
Agunan a t a u

3. Diragukan 50%
4. Macet 10O%

Nilai B a r a n g
Sitaan)

47. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pads
tahuntahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidalia
tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.



2. H u r u f  J angka 10.6.1 angka 22 diubah

10.6.1. Dana bergulir diragukan tertagih

20. D a n a  bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang
dapat direalisasikan (net regiimable value). A la t  un tuk  rnenyesuaikan
adalah dengan mengurangkan dana bergul ir  dengan dana bergulir
diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan
penghapusan dana  bergulir. Dengan demikian n i l a i  dana  bergul ir
diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan,
paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau
belum. dihapuskan.

21. D a n a  bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada
periode y a n g  s a m a  d e n g a n  d a n a  b e r g u l i r ,  s e h i n g g a  d a p a t
menggambarkan n i la i  yang betul-betul diharapkan direalisasi. Dana
bergulir diragukan tertagih terdiri dari Jana bergulir yang tidak dapat
tertagih d i t ambah  perk i raan d a n a  be rgu l i r  y a n g  t i d a k  ter tag ih
(diragukan dapat  tertagih). Dana bergulir yang t idak dapat tertagih
hams didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak
dapat ditagih dan tetap hams dibukukan sampai dana bergulir tersebut
dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir
diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisa terhadap
saldo dana bergulir yang masih outstanding berdasarkan pengalaman
masa lalu pada setiap akhir periode.

22. U n t u k  menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih
terlebih d a h u l u  h a m s  d i lakukan pengelompokkan d a n a  bergul i r
berdasarkan u m u r  d a n a  bergul i r  (aging schedule) sebagai dasar
perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada
setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
a. D ia tas  1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 5%
b. D ia tas  2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 10%
c. D ia tas  3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 15%
d. D ia tas  4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 20%
e. D ia tas  5 tahun sampai dengan 6 tahun disisihkan sebesar 30%
f. D i a t a s  6 tahun sampai dengan 7 tahun disisihkan sebesar 40%
g. D ia tas  7 tahun sampai dengan 8 tahun disisihkan sebesar 55%
h. Diatas 8 tahun sampai dengan 9 tahun disisihkan sebesar 70%
i. D i a t a s  9 tahun sampai dengan 10 tahun disisihkan sebesar 85%
j. D ia tas10  t ahun  disisihkan sebesar 100% d a n  dikeluarkan da r i

pembukuan tetapi masih tetap tercatat secara extra comptable.

3. Huru f  K angka 11.5 angka 13 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni
angka 11.7.6 dan diantara angka 52 dan angka 53 disisipkan 1 (satu) angka
yakni angka 52a

11.5.  PENGAKUAN ASET TETAP

13. A s e t  tetap d iaku i  pada saat  manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui
sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteri
sebagai berikut:



a. Berwujud;
b. Mempunyai  masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan;
c. B i a y a  perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Ti d a k  dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
f. Merupakan  objek pemeliharaan a tau  memerlukan biaya/ongkos

untuk dipelihara; dan
g. N i l a i  rupiah pembelian barang material atau pengeluaran un tuk

pembelian b a r a n g  t e r s e b u t  m e m e n u h i  b a t a s a n  m i n i m a l
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kr i teria
material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.

•

Jenis Belanja Modal

_ .

Ratasan Minimal
, ,  liapitalisasi

,tintulc Per
, Satuan Aset .

.Tetap Atau Aset
Lainnya

1 Tanah Pp. 5.000.000, 00

2 Alat-alat Berat Rp. 10.000.000,00

3 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 5.000.000, 00

4 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Rp. 1.000.000, 00

5 Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor Rp. 5.000.000, 00

6 Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor Rp. 1.000.000, 00

7 Alat-alat Angkutan Udara Rp. 10.000.000,00

8 Alat-alat Bengkel Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

9 Alat-alat Pengo lahan P e r t a n i a n  d a n
Peternakan

Rp. 5.000.000, 00

10 Peralatan Kantor Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

11 Perlengkapan Kantor Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

12 Komputer Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

13 Mebeulair Rp. 2 5 0 . 0 0 0 ,  00

14 Peralatan Dapur Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

15 Penghias Ruangan Rumah Tangga Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

16 Alat-alat Studio Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

17 Alat-slat Komunikasi Rp. 5 0 0 . 0 0 0 ,  00

18 Alat-alat Ukur Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00



Jika n i l a i  perolehan a s e t  t e t a p  d i  b a w a h  n i l a i  s a t u a n  min imum
kapitalisasi m a k a  entitas mengakui/mencatat perolehan tersebut sebagai
beban operasional, dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca.
Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan tersebut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan dan tetap tercatat dalam extra comptable.

, _

No .

,

-  .  , . , .. ,

 J e n i s  Belanja Modal °

.

. B a t a a n  Minimal
Pitalisasi'

- Untuk Per
•Batuan Aset

Tetap Atau Aset,
Lainnya.

19 Alat-alat Kedokteran Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

20 Alat-alat Laboratorium Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

21 Konstruksi Jalan Rp. 10.000.000,00

22 Konstruksi Jembatan Rp. 10.000.000,00

23 Kontruksi Jaringan Air Rp. 10.000.000,00

24 Penerangan Jalan, Taman d a n  H u t a n
Kabupaten

Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

25 Instniasi Listrik dan Telepon Rp. 1.000.000,00

26 Konstruksi/Pembelian Bangunan Rp. 10.000.000,00

27 Buku/Kepustakaan Rp. 1 0 0 . 0 0 0 ,  00

28 Barang Bercorak Kesenian Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

29 Hewan/Ternak dan Tanaman
a. Hewan
b. Ternak
c. Tumbuhan Pohon
d. Tumbuhan Tanaman Hias

Rp. 5 0 0 . 0 0 0 ,  00

Rp. 5 0 . 0 0 0 ,  00

Rp. 3 0 0 . 0 0 0 ,  00

Rp. 500 .000 ,  00

30 Alat-alat Persenjataan/ Keamanan Rp. 500 .000 ,  00

31 Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor
1 S/d 30 diatas)

Rp. 300 .000 ,  00

14. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari
12 (dua betas) bulan, suatu entitas hams menilai manfaat ekonomik
masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung
maupun t i d a k  langsung, b a g i  kegiatan operasional Pemerintah
Kabupaten Tojo U n a -Una. Manfaat tersebut dapat berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Tojo
Una-Una. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir k



suatu entitas dapat dipastikan b i la  entitas tersebut akan menerima
manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian i n i  biasanya hanya
tersedia j i k a  manfaat  d a n  r i s i ko  te lah  d i ter ima ent i tas tersebut.
Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

15. Tu juan  utama dari perolehan aset tetap adalah untuk  digunakan oleh
Pemerintah Kabupaten To jo  U n a -Una da lam mendukung kegiatan
operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

16. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima
atau d i s e r a h k a n  h a k  kepemi l ikannya d a n  a t a u  p a d a  s a a t
penguasaannya berpindah.

17. Saa t  pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat
bukti bahwa te lah ter jadi  perpindahan h a k  kepemilikan dan/a tau
penguasaan secara h u k u m ,  misa lnya sert i f ikat  t a n a h  d a n  b u k t i
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum
didukung dengan b u k t i  secara h u k u m  dikarenakan mas ih  adanya
suatu proses administrasi yag diharuskan, seperti pembelian tanah
yang masih h a m s  diselesaikan proses jua l  bel i  (akta) dan  sertif ikat
kepemilikannya di ins tansi berwenang, maka aset tetap tersebut hares
diakui pada saat terdapat bukt i  bahwa penguasaan atas aset tetap
tersebut te lah berpindah, misalnya te lah  ter jadi  pembayaran d a n
penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

18. Pengukuran dapa t  dipertimbangkan anda l  biasanya d ipenuhi  b i l a
terdapat transaksi pertukaran dengan bukti  pembelian aset tetap yang
mengidentifikasikan biayanya. D a l a m  keadaan s u a t u  a s e t  y a n g
dikonstruksi/dibangun send i r i ,  s u a t u  penguku ran  y a n g  d a p a t
diandalkan atas biaya dapat diperoleh dan transaksi  p ihak eksternal
dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan
biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

19. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain
penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
a. Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan

pengadaan baru,  diperluas a tau  diperbesar. B iaya penambahan
dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap
tersebut.

b. Pengembangan a d a l a h  peningkatan n i l a i  a s e t  t e t a p  k a r e n a
peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat,
peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

c. Pengurangan ada lah  penurunan n i l a i  a s e t  t e tap  dikarenakan
berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

11.7.6. RENOVASI ASET TETAP

52.a Suatu satuan kerja (SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset
tetap yang dimil ik i  dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan
terhadap semua barang m i l k  dalam kelompok aset tetap, namun
demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya
jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimil iki dan/atau dikuasai
suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset te tap j



maka renovasi tersebut umurnnya dicatat dengan menambah n i la i
perolehan aset tetap yang bersangkutan.
Namur/ demildan, da lam h a l  ase t  te tap  yang  direnovasi tersebut
memenuhi kr i ter ia kapitalisasi dan  bukan m i l i k  suatu  satker a tau
SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya
yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja
modal a s e t  t e r k a i t .  B i a y a  p e r a w a t a n  s e h a r i - h a r i  u n t u k
mempertahankan suatu asset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk
di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran
yang subs tans inya  a d a l a h  k e g i a t a n  pemel iharaan d a n  t i d a k
dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di  lingkungan SKPD dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Renovasi aset tetap mil ik sendiri, merupakan perbaikan aset tetap
dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi
semacam in i  akan dicatat sebagai penambah ni la i  perolehan aset
tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi
tersebut b e l u m  s e l e s a i  d i ke r j akan ,  a t a u  s u d a h  s e l e s a i
pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat
sebagai KDP.

2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup Entitas Pelaporan,
mencakup perbaikan aset tetap bukan mi l i k  suatu satuan kerja
atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam
satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini yaitu renovasi aset
tetap m i l i k  SKPD/Enti tas Akuntans i  l a i n  da lam s a t u  Ent i tas
Pelaporan.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi
tidak dicatat sebagai penambah ni lai  perolehan aset tetap terkait
karena kepemil ikan aset  tetap tersebut  a d a  pada  p i h a k
Renovasi tersebut apabila telah selesai di lakukan sebelum tanggal
pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi
dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai
dengan t angga l  pe laporan renovas i  t e r s e b u t  b e l u m  se lesa i
dikerjakan, a t a u  s u d a h  selesai pengerjaannya n a m u n  b e l u m
diserahterimakan, maka  akan dicatat sebagai konstruksi  dalam
pengerjaan. P a d a  a k h i r  t a h u n  anggaran,  a s e t  renovasi  i n i
seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya
mengikuti pe ra tu ran  y a n g  ber laku .  J i k a  d o k u m e n  s u m b e r
penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi
tersebut dieliminasi dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat
dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila
sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga
diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset
tersebut tetap akan  mencatat sebagai Aset  Tetap Lainnya-Ase
Renovasi.



3. Renovasi a s e t  t e t a p  b u k a n  m i l i k -d i l ua r  E n t i t a s  Pelaporan,
merupakan perbaikan aset tetap bukan mi l ik  suatu SKPD, d i  luar
entitas pelaporan yang  memenuhi syara t  kapitalisasi. L ingkup
renovasi jenis ini meliputi:
a. Renovasi aset tetap mi l k  pemerintah lainnya; dan

b. Renovasi aset tetap m i l k  pihak lain, selain pemerintah (swasta,
BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan
renovasi a s e t  b u k a n  mi l i k -da lam l i n g k u p  e n t i t a s  pelaporan
sebagaiman b u t i r  2  d i  a tas,  y a i t u  b a h w a  p a d a  SKPD y a n g
melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan
aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada
pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai di lakukan
sebelum tanggal pelaporan akan  d ibukukan sebagai aset  tetap
lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset
tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut
belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun
belum diserahterimakan, maka  akan dicatat sebagai KDP. Pada
akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi in i
seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya
mengikuti pe ra tu ran  y a n g  be r laku .  J i k a  d o k u m e n  s u m b e r
penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka  aset tetap renovasi
tersebut dieliminasi dari neraca, dan SKPD pemil ik akan mencatat
dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

4. Huruf M angka 13.8.1 angka 41, dan angka 42 diubah

13.8.1.Periode Amortisasi
36. J u m l a h  y a n g  d a p a t  diamortisasi d a r i  a s e t  t a k  berwu jud  h a m s

dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa
manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset talc berwujud
tidak akan  melebihi 2 0  t ahun  sejak tanggal aset  s iap digunakan.
Amortisasi hams mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.

37. Manfaat  ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam
suatu aset talc berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk
mencerminkan konsumsi tersebut, n i la i  tercatat aset tersebut hams
diturunkan. Ha l  tersebut, di lakukan melalui alokasi yang sistematis
atas b iaya perolehan dikurangi  n i la i  sisa. A lokasi  yang sistematis
tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat
aset tersebut. Banyak  fak tor  yang ha rus  dipertimbanglcan da lam
menentukan masa manfaat suatu aset talc berwujud, termasuk:
a. Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya

oleh tim manajemen yang lain;
b. S ik lus  h idup  yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang

beredar mengenai est imasi  m a s a  manfaa t  a s e t  sejenis y a n
digunakan dengan cara yang sama;

c. Keusangan teknis, teknologi;



d. Tingkat / jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan
untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan
kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;

e. Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan
lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan

f. Ketergantungan masa manfaat aset tersebut ats masa manfaat aset
lainnya dan entitas.

38. Men i l i k  sejarah pesatnya perkembangan teknologi, p i r a n t i  l u n a k
(software) komputer  dan banyak aset t a k  berwujud lainnya rentan
terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset talc
berwujud cenderung pendek.

39. J i k a  pengendalian atas manfaat ekonomi dan/ atau sosial masa depan
dari sua tu  aset  t a k  berwujud diperoleh melalu i  h a k  h u k u m  yang
diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak
berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:
a. H a k  hukum tersebut dapat diperbarui; dan
b. Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

40. Metode amort isasi h a r u s  mencerrninkan p o l a  konsums i  manfaa t
ekonomi dan/atau sosila oleh entitas. J ika  pola tersebut t idak dapat
ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus.
Biaya amortisasi setiap periode hams  diakui  sebagai bahan kecuali
terdapat keb i j akan  akun tans i  l a i n n y a  y a n g  mengiz inkan a t a u
mengharuskannya untuk dimasukan ke dalam nilai tercatat aset lain.

41. Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una menggunakan metode amortisasi
Garis lurus dan diterapkan secara konsisten.

42. Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus
diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila
terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi
dan/atau sosial masa depan oleh entitas.
Masa manfaat Aset tak berwujud ditetapkan sebagai berikut

a. P i ran t i  Lunak (software) komputer ditetapkan sesuai dengan
pernyataan resmi dari pemilik software

b. Lisensi  dan Franchise sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

c. H a k  Cipta (copyright), paten dan hak lainnya sesuai dengan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Has i l  kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
sesuai dengan Keputusan Bupati Tojo Una Una.

43. Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basi
akrual.



5. Huruf-N angka 14.4 angka 13 dan angka 14.5 angka 22 diubah, di antara angka
31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31.a dan ditambahkan 1
(satu) angka yakni  angka 14.6.8 serta d i  antara angka 5 3  d a n  angka 5 4
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 53.a dan angka 14.11 d i  tambahkan 1
(satu) angka yakni angka 87.

14.4. K L A S I F I K A S I  KEWAJIBAN

9. S e t i a p  entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang
mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam
waktu 12 (dua betas) bulan dan lebih dari 12 (dua betas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

10. Informasi  tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat
untuk meni la i  l ikuidi tas d a n  solvabilitas sua tu  ent i tas pelaporan.
Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti  u tang ke
pihak ketiga dan  utang bunga juga bermanfaat u n t u k  mengetahui
kewajiban diklasif ikasikan sebagai kewajiban jangka  pendek a t a u
jangka panjang.

11. Sua tu  kewajiban dildasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang.

12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama
seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang
transfer pemerintah a tau  utang kepada pegawai merupakan suatu
bagian yang  a k a n  menyerap ase t  lancar  da lam t a h u n  pelaporan
berikutnya.

13. Kewajiban • jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya
bunga pinjaman, u t a n g  jangka pendek d a r i  p i h a k  ketiga, u t a n g
Perhitungan Pihak Ketiga (PPK), bagian lancar utang jangka panjang
dan Pendapatan diterima dimuka.

14. S u a t u  entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban j a n g k a
panjangnya, mesk ipun kewajiban tersebut j a t u h  tempo d a n  a k a n
diselesaikan d a l a m  w a k t u  1 2  ( d u a  belas) b u l a n  setelah tanggal
pelaporan j ika:
a. j angka  waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)

bulan; dan
b. ent i tas bermaksud u n t u k  mendanai kembali  kewajiban tersebut

atas dasar jangka panjang; dan
c. m a k s u d  te rsebut  d idukung  dengan adanya  s u a t u  per janj ian

pendanaan kembali, a tau  adanya penjadwalan kembali terhadap
pembayaran, y a n g  diselesaikan s e b e l u m  l a p o r a n  keuangan
disetujui.

15. Jum lah  set iap kewajiban yang dikeluarkan d a r i  kewajiban jangka
pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi
yang mendukung penyajian i n i ,  diungkapkan da lam Catatan a t a
Laporan Keuangan.



16. Beberapa kewajiban yang ja tuh tempo u n t u k  di lunasi  pada tahun
berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali atau digulirkan
berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan t idak akan
segera m e n y e r a p  d a n a  e n t i t a s .  K e w a j i b a n  y a n g  d e m i k i a n
dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka
panjang dan dilclasifikasilcan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun
dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada
entitas (seperti dalarn kasus t i dak  adanya persetujuan pendanaan
kembali).
Pendanaan kembali i n i  t idak dapat dipertimbangkan secara otomatis
dan kewajiban in i  diklasifficasilcan sebagai pos jangka pendek kecuali
penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan
laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban tanggal
pelaporan adalah jangka panjang.

17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu yang
menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka
pendek j i k a  persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan
peminjam di langgar. D a l a m  keadaan demik ian,  kewaj iban d a p a t
diklasifilcasilcan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
a. pember i  pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan

sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
b. terdapat  jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

14.5. PENGAKUAN KEWAJIBAN

18. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban
yang diakui j ika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan di lakukan atau telah di lakukan un tuk  menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat ini, dan  perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai n i l a i  penyelesaian yang dapat  d i u k u r  dengan
and al.

19. Keberadaan peristiwa masa la lu  (dalam ha l  i n i  mel iput i  transaksi)
sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu  peristiwa adalah
terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu
peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian dalam suatu entitas
seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat
berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi  antara suatu
entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain,
bencana a l a m ,  p e n c u r i a n ,  p e r u s a k a n ,  k e r u s a k a n  k a r e n a
ketidaksengajaan.

20. Sua tu  transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai.
Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa
pertukaran. Pembedaan antara  transaksi dengan pertukaran a t a u
tanpa pertukaran sangat penting untuk  menentukan t i t i k  pengakuar
kewajiban.



21 Kewaj iban diakui  pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada
saat kewajiban timbul.

22. Kewaj iban dapat timbul dari:
a. Transaksi  dengan pertukaran;
b. Transaksi t anpa  pertukaran, sesuai  h u k u m  yang  ber laku d a n

kebijakan yang diterapkan belum dibayar lunas sampai dengan saat
tanggal pelaporan;

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan
d. Kejadian yang diakui pemerintah.
e. Kejadian yang berkaitan dengan Pendapatan diterima dimuka.

23. Sua tu  transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak
dalam transaksi tersebut mengorbankan dan  menerima suatu n i la i
sebagai gantinya. Terdapat dua ELMS t imbal bal ik  atas sumber daya
atau janji un tuk  menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan
pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau
jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain
di masa depan.

24. S a t u  contoh dar i  transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai
Pemerintah Kabupaten To j o  U n a -Una member ikan j a s a  sebagai
penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji
dan manfaat  pegawai lainnya. Sua tu  transaksi pertukaran t imbu l
karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima
dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi  gaji
yang belum dibayar dan  jasa telah diserahkan dan  biaya manfaat
pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

25. S u a t u  transaksi tanpa pertukaran t imbul  ket ika satu p ihak  dalam
suatu transaksi menerima ni la i  tanpa secara langsung memberikan
atau menjanjikan ni la i  sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus
sumber daya a tau  janj i .  U n t u k  transaksi tanpa pertukaran, sua tu
kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada
tanggal pelaporan.

26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada
entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pelaporan. Ketika
pemerintah pusat  membuat program pemindahan kepemilikan atau
memberikan h i b a h  a t a u  mengalokasikan dananya k e  Pemerintah
Kabupaten Tojo Una -Una, persyaratan pembayaran ditentukan oleh
peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan
pertukaran.

27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
adalah kejadian yang t idak  didasari transaksi namun  berdasarkan
adanya interaksi antara Pemerintah Kabupaten To jo  U n a -Una dan
lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin  berada d i  l u a r  kendali
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Secara umum suatu kewajiban
diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengar i
Pemerintah Kabupaten. Tojo Una-Una, dengan basis yang sama dengan
kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.



28. Pada s a a t  Pemerintah Kabupaten To j o  U n a -Una t i d a k  sengaja
menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pr ibad i  m a k a  kejadian
tersebut menciptakan kewajiban saa t  t imbulnya kejadian tersebut
sepanjang h u k u m  y a n g  b e r l a k u  d a n  k e b i j a k a n  y a n g  a d a
memungkinkan bahwa Pemerintah Kabupaten To jo  U n a -Una akan
membayar kerusakan dan  sepanjang jumlah pembayarannya dapat
diestimasi dengan andal. Contoh kejadian i n i  adalah kerusakan tak
sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

29. Kejadian yang d iaku i  Pemerintah Kabupaten To jo  U n a -Una adalah
kejadian-kejadian y a n g  t i d a k  didasarkan p a d a  t ransaks i  n a m u n
kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah
Kabupaten. Tojo Una-Una karena Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
memutuskan u n t u k  merespon  k e j a d i a n  t e r sebu t .  Pemer in tah
Kabupaten To jo  U n a -Una mempunyai tanggung jawab l uas  u n t u k
menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Tojo Una-Una sering diastu-nsikan bertanggung jawab terhadap satu
kejadian yang sebelumnya t idak diatur dalam peraturan formal yang
ada. Konsekuensinya, biaya yang t imbul dan berbagai kejadian, yang
disebabkan o leh  ent i tas nonpemerintah d a n  bencana a lam,  pada
akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tojo Una-
Una.
Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban
sampai Pemer in tah  Kabupa ten  To j o  U n a -Una s e c a r a  f o r m a l
mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Kabupaten
Tojo Una-Una atas biaya yang t imbul  sehubungan dengan kejadian
tersebut te lah terjadinya transaksi dengan pertukaran a tau  tanpa
pertukaran.

30. Dengan ka ta  la in  Pemerintah Kabupaten Tojo Una -Una seharusnya
mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragaraf 29 ketika
keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
a. Badan  Legislat i f  (DPRD) t e l a h  menyetuju i  a t a u  mengotorisasi

sumber daya yang akan digunakan,
b. Transaksi  dengan pertukaran t imbu l  (misalnya saat  kontraktor

melakukan perbaikan} a tau  jumlah transaksi tanpa pertukaran
belum d ibayar  pada  tanggal pelaporan (misalnya pembayaran
langsung ke korban bencana).

31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dar i  kejadian
yang diakui  Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Suatu kerusakan
akibat bencana alam di  suatu Kabupaten dan DPRD Kabupaten Tojo
Una-Una mengotorisasi pengeluaran u n t u k  menanggulangi bencana
tersebut. Ke jad ian  i n i  merupakan  konsekuensi  keuangan  d a r i
Pemerintah Kabupaten To jo  U n a -Una karena memutuskan u n t u k
menyediakan bantuan bencana bagi daerah tersebut. Transaksi yang
berhubungan dengan ha l  tersebut, mel iput i  sumbangan Pemerintah
Kabupaten Tojo Una-Una ke masing-masing individu dan pekerjaan
kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una,

idiakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah  terutang u n t u i



barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-
Una diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam
kasus transaksi  t anpa  pertukaran, s u a t u  kewajiban ha res  d iaku i
sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Kabupaten
Tojo Una-Una untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah
disediakan sesua i  persyaratan program y a n g  a d a  p a d a  tanggal
pelaporan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

31.a. Kejadian yang berkaitan dengan Pendapatan Diterima Dimuka dapat
diakui dengan menggunakan d u a  pendekatan, y a i t u  pendekatan
pendapatan. Pendapatan  d i t e r i m a  d i m u k a  d i a k u i  p a d a  s a a t
terdapat/timbul Idaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait
kas yang telah diterima pemerintah daerah dar i  p ihak ketiga tetapi
belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah pada akhir
periode pelaporan keuangan.

14.6.8. Pendapatan diterima dimuka

53.a. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini  adalah sebesar
bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada
pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

14.11. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

85. U tang  Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una hares diungkapkan secara
rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk  memberikan informasi
yang lebih baik kepada pemakainya.

86. U n t u k  meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi y a n g
hares disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
a. J u m l a h  sa ldo kewajiban jangka panjang yang  diklasifikasikan

berdasarkan pemberi pinjaman;
b. J u m l a h  s a l d o  kewa j iban  b e r u p a  u t a n g  pemer in tah  d a e r a h

berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan ja tuh
temp onya;

c. B u n g a  pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat
bunga yang berlaku;

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh
tempo;

e. Perjanj ian restrukturisasi utang meliputi:
1) Pengurangan pinjaman;
2) Modifikasi persyaratan utang;
3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
6) Pengurangan jumlah  bunga terutang sampai dengan periode

pelaporan..
f. J u m l a h  tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk dafta,

umur utang berdasarkan kreditur.



g. B i a y a  pinjaman:
1) Perlakuan biaya pinjaman;
2) Jumlah biaya pinja.man yang dikapitalisasi pada periode yang

bersangkutan; dan
3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

87. U n t u k  Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka
pendek di  neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkar)e
dalam Catatan atas laporan Keuangan.

BUPATI TOJO UNA-UNA,

iMOHAMMAD LAHAY


